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Kaji Komprehensif UU Tipikor

Mahkamah honsitust datam putusannva menvatakan menyerahkan kepada pembentuk
undang undang uniuk membahas Pasal 2 al (1 dan Pasal 3 U1 Tipikor,

JAKARTA, KOMPAS = Mahkamah
Konstitusi memint pemerin-
taft dan PR segera mengka
Undang-Undang Nomar 31 T
hun 1489 tentang Pemberan-
tasa Tindak Pidana Korupsi
Khususnya noem Pasal 2 Ayl
(1) don Pasal 3, secara k-
prehensil

Pembentuk wndang-undag
Juga diminla unluk memyri-
aritasan perhaikan atan revis
(U No 317190 (LI Tipior)
ik dalem ki tersehut di-
simpulkan peclunya revisl, Ter-
lebi, revdsi LU Tipkor it su-
lah masuk dalsm Progeam Le-
islasi Nasional Tahun 2025,

“Dilamena rovis st -
halkan terseht perfu dilu-
ban,  pembentuk undang-un-
dang harus memperhitunghan
setard ermal dilﬂ Fll:l\..‘\.l'l‘,{ i\‘m.r'll'
nplikasi revis atau pethaikan
tidek mengurangt polick hu-
e pemberantasan tindak pi-
lama korupsi sebagai hejabatan
vag bessifat Juar bisa” ujar
Hakim Komstitusi M Gunlur
Hamzal saat membacakan per-
timhangen pulusin ji mleri
UL Tiplkar dala sidang vang
ipimpin Relus MK Suharto,
i Jakarta, Rabu (17/12/2025)

b sidang i, MK me-

ook permofonan vasg -
itk oleh mantan Divektur
Ulama Perum Pertkanan Indo-
s Syahril Japarin, trantan
et FT Chevon Pacifc In-
donesia Kukuh Kertosart, dan
mankn Gubernur — Subsesi
Tengann  dolam  perkma
W PULRXIL20M.  Selaln
ifu, MK Juga menokik permo-
honan vang disjukan oleh Ho-
test Nhaban, mintan Direltur
Merpati Airfnes, dlam erkara
16} PUU-XNI1 2024,
Pernohon mendalilkan pene-
rapan Pasal 2 wat (1) dan sl
LN 311999 erlalu Tongger
dm lentur karena hanya men-
thasarkan pad wnsar Kerugian
Tegi ati ])‘.‘l?k‘.'lﬂullliﬂ]l g~
ars. Pemohon mempersoalkan
tidak adanya aetus pegs atau
perbuatan Korupsl dan Lida
adana it jahat Goens rea) di
lalam norma kedua pasal ter-
sebut,Hal tersebut dinii toleh
menimbilken ketidakadlan.
ME tidak sependpat detgan
talil pura pemahion, Hekim
Kostirus Ridwan Mansyur
mengitikan, pandingan lerse-
but tidak dapat dilepaskan dai
Fetiacsam unsur perbinstan ala
drtts s dalams norma Pasal 2
Myt (1) den Pasal 3 MK se-

Betiarnya sudah memutus il
i dalam - putusan- Nomor
T4/PULRKTI/204, Menund
MK, unsur perbustan (vetys
) sulah lerwkil dengan
adanya mstr melzwan bk
dalam norma Pasal 2 Ayt (1)
dan unsur menvalshgunaan
kEf\\'l?IﬂJ’ljﬁm, kL!SL‘mIJHliIﬂ, il
otk yang ac padao karena
jabatan e edhudukan i P
sl 3 UU Tipdor,

ME juga merujok pads
putasan Nomor 25/ PUU-KIV;-
Al6 vany menyehulkan Ler-
i kerugian kevangan atgn
pereknomian negara pad K-
dug pasal ity merupakan im-
plikast e pertualan melawan
hukan dan penalahgungan
feweningn  yang - mengun-
tungfan dirtserdird i orang
Lain stapun borporesi

"Oleh kareni it berdasar-
Kanursian pertimbangan hu-
s tersebut di atas, menurut
Wafkamah, tidik diperluken
lagi adanva pembuktian terkalt
engan Pubungan Kausaltas
ks perolehan keuntung-
anhekyaan vang diperoleh
tersangka terdukeva ata orang
Lain ataw Korporasi dan per-
buatan atan tindakan kokret
O hentuk sebagaiman

ahg diinginkan penchon, ke
{2 Ridwan

1l tu disebabkan berugian
TIEGAA dtal PereRonantian ne-
airt. merupekan kbt dan
pertatan melawan hukum da-
lom norrd Fasal 2 Agat (1) dan
perhugtan penyalahgunaan ke-
wenangan dakiim Pasal 3 (1
Tipikor vang herakhat adaya
memperkava dirl sendi rany
Jain horporgsi.

Menurut bIK, pengertian de-
uikian tidak dapat dilepaskan
dart arsh politi-hukum pem-
fersntasa orupsi sat LU er-
sehul dirumuskan. Rumusan
seport ity uga ditujukian untulk
mengintisipast sl alaupun
iodus orupst yang semakdn
uyak variannyL

Temohon juga mempersogl-
i Lk acamy unsur nial
jihat dari pelaku dalant kedua
e bersebul, Terkal dengan
fal i, MK el bt -
nigan st melnwan hukum (i
Pasal 2 Ayat (1) dan meny-
Iihyingkan  hewensngian be-
SETIpitA At ST Vi ada
ks jabutanngs (i Pasal 3)
ak dapat dipisahlan dani ada-
nya findakan/perbusten ying
elah disadari oleh pefaky akan
kbl vang citimhulkannya

Maka, menueut MK hal it
menmjukkan adanva kehen-
ek ot pial jahat drt pekhu
Korupsi,

"(eh karena i, dadam for-
- Fasal 2 Awat (1) dan norna
Fasal 4 UL Tpikor tidek die
perlukan agi dilehatian wsn
Qengan sungje’ vang i ba-
i dart adanya Kehendaf izt
Jahat. {mens ) yang dimak-
s1d,” ujar Ridwan,

Terlehh, menurat MK, ber-
Kenan dengan semangat pent-
berantasan Lndak pidans o-
upst diperlukan e yanglebih
ehelra dan hahkan diperukan
dengan cara yang hiar bigsa
puks Oleh Karer ilu, norma
yang dibentulk oleh pembentuk
unding-tndang memifki jing-
Kot vag bersifat antisipatif
lan memilii jnghatian lebih
lugs, Bagh MK, rumusan Fasal 2
At (1) dan Pasal s U T
tersebut nmnl\mkun [umisan
nurma yang dimsksudkan un-
Tk mejmgkan niedus ope-
randi korupsi iny bizn D
Kian cangeth dan kompleks.

Guntur Hamzh st mem-
bacakan pertimbaszan menga-
{akan, MR hingga kini helum
el alasan vang kuat dan
mendasar unfuk bergeser dari

pendirian bahwa kedua romia
torsebut honstitusional

Tafsir 12k funggal

ME tidek mematup mata de-
g fakta balowa dilam pe-
nerapan kedus norma fersehul
teloy muncul beragant diskur-
st g polemsi mulllafir -
il it fuga berpotensi men-
diplaken flihseragaman
ata ketidoksonsatonann bagi
aparal penegak hukum ilam
menindalk korupsi, Hama saja,
MK menylart ahwa rumosan
lorma. sanked pidan. bukan
menjudi kewenangan MK un-
tul merumuskamya, Apalagi
evisi LU Tiplhor juge sulsh
stk dalam Prolegoas jungka
g dan Proleynas Tahun
2035,

Untuk ity, MK menyershkan
Jiopad pembentuk undang-un-
dhang untuk sugers: memprio-
titgskan pembalasan pemisst-
Tahan ini Apahila revisi dila-
Kk, subefanei vaug berkaitan
ilengan norma sanf pidina
narus dirumushan secara Jebih
erkepustian. Hal im sgar po-
tensi penvalahigunaan dapat di-
frangi. Rewsi pon hurus. o
lakukan dengan melibatkan
prtisisi publk secns er-

makii.

MK Juga menvaraikan agor
pembenfuk undang-undang se-
gera menprioritaskan pengha-
jian seara komprehensil se-
fializus  membuka  peliang
perumusan ulang Fasal 2 Ayl

(1) dan Tasal 3 UU Tipikor,
Siapa pun bisa kena

Hokisi Nababin sulikur pe-
mohon mengaky Kecow de-
ngan putusan K. Menurut iz,
MK tak Fonsisten dolam -
lusannya. Dengen adanya pu-
LT
borhankortan— kriminalisast
sl 2 vt (1) dan Posal 3 UL
Tipikar skan somakin banyak.
Tidak hanya menimpa nrantan
Menteri - Perdagangan - Tom
Lembong. mantan Direkiur
Ulima PTASDP [ra Puspradeswl,
dn dirinya.

"Karena sedderham saj, L
dak perly ada pembikgian it
Jafat, Seliap g dengan mu-
dih dibuktikan (telah menint-
bulkan) kerugin megans dan
perckonanyian negar Begly,
perjuangan sayi ini- bokan
bk sava, melainkan untuk
pia pejehial perhual kepulus-
i pemerintalh” wjamya

(ANA)
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